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RANGGA BAGUS NOVIANTO (02112011), Judul Skripsi : Kewenangan 
Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Pemberian Upah Minimum Di 
Kota Surabaya, dengan dosen pembimbing Widyawati Boediningsih, S.H., M.H. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang No 
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pengawasan 
pemberian upah minimum beserta sanksi yang diperoleh apabila melanggar 
ketentuan pasal 90 ayat 1. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) 
Pelaksanaan pengawasan pemberian upah minimum yang dilakukan dinas tenaga 
kerja selaku pihak pemerintah terhadap buruh masih sangat lemah sehingga masih 
banyak pengusaha yang memberikan upah dibawah ketentuan. (2) Meskipun telah 
terdapat sanksi yang cukup jelas yaitu sanksi pidana berupa denda/kurungan dan 
sanksi administratif yang berupa teguran, peringatan, pembekuan, dan lain-lain 
ternyata masih terdapat celah bagi pengusaha untuk lolos dari sanksi tersebut 
yaitu melalui pengadilan hubungan industrial.  
 













RANGGA BAGUS NOVIANTO (02112011), Thesis Ttitle: Authority of the 
Government of Implementation Monitoring Granting Minimum Wage In the city 
of Surabaya, with the supervisor Widyawati Boediningsih, S.H, M.H. 
This study aims to investigate the implementation of Law No. 13 of 2003 on 
Manpower governing the supervision of minimum wage and penalties were 
obtained when violating the provisions of article 90 paragraph 1.. 
The findings obtained from this study include: (1) the implementation of 
minimum wage monitoring undertaken labor offices as part of the government 
against the workers is still very weak, so there are still many employers who 
provide wages under the terms. (2) Although there has been quite clear that 
sanctions are criminal sanctions such as fines / imprisonment and administrative 
sanctions in the form of a reprimand, warning, freezing, and others it turns out 
there is still room for entrepreneurs to get away from these penalties, namely 
through labor court. 
 






Berdasarkan pembahasan dari kedua rumusan masalah diatas 
maka dapat di ambil dua kesimpulan yaitu: 
1. Pasca otonomi daerah pengawasan ketenagakerjaan 
dilaksanakan oleh unit tersendiri pada instansi yang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan 
pada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota 
sehingga dalam penetapan dan pengawasan pemberian upah 
minimum, dinas ketenagakerjaan atau disnaker memiliki 
peranan, kewajiban, dan hak penuh untuk melindungi 
pemberian upah minimum. Namun terjadinya pelanggaran 
hak-hak normatif buruh seperti pembayaran upah di bawah 
ketentuan pemerintah sesungguhnya merupakan afirmasi 
atau penegasan bahwa lemahnya kinerja pengawas atau 
penyidik ketenagakerjaan. Secara normatif, pengawas 
ketenagakerjaan bertugas untuk menjamin penegakkan 
ketentuan undang-undang ketenagakerjaan sehingga 
hubungan industrial dapat berjalan secara proporsional dan 
demokratis. Namun dengan adanya Undang-Undang No 23 
Tahun 2014 membuat disnaker di tingkat Kabupaten atau 
Kota tidak memiliki wewenang sama sekali sehingga 
  
membuat pengawasan pemberian upah minimum menjadi 
terhambat dan menjadi tidak optimal 
2. Kemudian pemberian sanksi yang diberikan oleh 
pemerintah kepada pengusaha yang melanggar ketentuan 
yang diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan masih 
terdapat celah yang dapat dilewati oleh pengusaha sehingga 
dapat terhindar dari pemberian sanksi tersebut ditambah 
dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tersebut 
membuat buruh semakin dirugikan. 
1.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka terdapat dua saran yang 
berkaitan dengan rumusan masalah di atas yaitu:  
1. Pengawasan haruslah dilihat sebagai sebuah sistem penegakan 
hukum dan bukan sekedar aparat negara yang menjalankan 
wewenang terbatas sehingga harus lebih progresif untuk 
memajukan perlindungan terhadap hak-hak buruh. Pengawasan 
yang disertai dengan penegakan hukum akan menjamin 
pelaksanaan hak-hak normatif pekerja atau buruh yang akan 
menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan dunia 
usaha dan dapat mendidik pengusaha maupun buruh untuk selalu 
taat dalam menjalankan ketentuan yang berlaku di bidang 
ketenagakerjaan akan tercipta suasana lingkungan kerja yang 
harmonis. Serta perlu sebuah revisi atau peninjauan kembali 
terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang 
  
Pemerintahan Daerah terutama di bidang pengawas 
ketenagakerjaan yang sesuai dengan lampiran huruf g supaya 
dapat tercipta suatu pengawasan yang melindungi pihak buruh 
secara merata dan secara optimal. 
2. Perlu adanya sebuah revisi terhadap undang-undang 
ketenagakerjaan dalam hal pemberian sanksi supaya dapat lebih 
tegas dan lebih merata dan tidak ada celah lagi bagi pengusaha 
untuk menghindari pemberian sanksi tersebut sehingga dapat 
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